
Halim Randa Juliandi - Peran Penyidik daam Mengamankan Barang Bukti Pelaku...

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/7/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)12/7/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

PERAN PENYIDIK DALAM MENGAMANKAN BARANG 

BUKTI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA 

(Studi Kasus di Polres Deli Serdang) 

SKRIPSI 
Diajukan Untuk Memenuhi TugasAkhlr Perkuliahan Dalam Mendapatkan 

Gelar Sarjana Hukum 

Oteh : 

HALIM RANDA JULIANn I 
12.840.0084 

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MEDAN AREA 

2017 



Halim Randa Juliandi - Peran Penyidik daam Mengamankan Barang Bukti Pelaku...

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/7/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)12/7/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

JUDUL SKRIPSI 

NAMA 

NPM 

FAKULTAS 

BIDANG STUDI 

LEMBAR PENGESABAN SKRIPSI 

: PERAN PENYIDIK DALAM MENGAMANKAN 
BARANG BUKTI PELAKU TINDAK PIDANA 
NARKOTIKA (Studi Kasus di Pol res Deli Serdang) 

: HALIM RANDA JULIANDI 

:12 840 0084 

:HUKUM 

: HUKUM KEPIDANAAN 

Menyetujui : 
Komisi PembimbiDg 

DOSEN PEMBIMBING I DOSEN PEMBIMBING II 

(Tauflk Siregar SH, M. Hum) 
- ~ J 

-=-(Ridho Mubarak, SR MH) 

Dekan 

um Universitas Medan Area 

J 

Tanggal L ulu.s : 18 April 2017 



Halim Randa Juliandi - Peran Penyidik daam Mengamankan Barang Bukti Pelaku...

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/7/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)12/7/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

JUD UL S KRIPSI 

NAMA 

NPM 

FAKULTAS 

BIDANG STllDI 

LE:MBAR PENGESAHAN SKRIPSI 

: PERAN PENYIDIK DALAM MENGA~t\NKAN 
BARANG BUKTI PELAKU TINDAK PlDANA 
NARKOTIKA (Studi Kasus di Polres Deli Serdang) 

: HALIM RANDA JULIANDI 

: 12 840 0084 

:HUKUM 

: HUKUM KEPIDANAAN 

Menyetujui: 
Komisi Pem bim bing 

DOSEN PEMBIMBING I DOSEN PEMBJMBING II 

(Taufik Siregar SH, M. Hum) (Ridho ~tubarak, SH. MH) 

Dekan 

Fakultas Hokum Universitas Medan Area 

Dr. Utary ~laharany, SH. M.Hum 

Tanggal Lulus : 18 April2017 



Halim Randa Juliandi - Peran Penyidik daam Mengamankan Barang Bukti Pelaku...

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/7/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)12/7/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

LEMBARPERNYAT~~N 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama 

NPM 

Fakultas 

Jurusan 

Judul Skripsi 

: HALIM RANDA JULIANDI 

: 12.8·(0.0084 

: Hukum 

: Kepidanaan 

: Peran Penyidik DaJam Mengamankan Barang Bukti 
Pelaku Tindak Pidana Narkotika ( Studi Kasus Di Polres 
Deli Serdang ) 

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya ini berjudul Peran 

Penyidik Dalam Mengamankan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika ( 

Studi Kasus Di Polres Deli Serdang ), sebagai syarat memperoleh gelar srujana 

dan seluruh isinya adalah benar karya tulis saya sendiri, adapun bagian-bagian 

tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari basil karya orang lain yang 

telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan. 

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya 

peroleh dan sanksi- sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila 

dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini. 

Medan, 15 Agustus 2017 

Ralim Randa Juliandi 
12.840.0084 



Halim Randa Juliandi - Peran Penyidik daam Mengamankan Barang Bukti Pelaku...

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/7/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)12/7/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

DAFTAR RIW AY AT HID UP 

NAMA : HALIM RANDA JULIANDI 

TEMP AT ffGL LAHIR : MEDAN, 29 JULI 1994 

ALAMAT 

GOL. DARAH 

AGAMA 

PENDIDIKAN : 

2000-2006 

2006-2009 

2009-2012 

: DUSUN II SEPAKAT, DESA CANDIREJO, KEC. 

BIRU-BIRU. KAB. DELI SERDANG, SUMATERA 

UTARA. 

:B 

:ISLAM 

SD NEGERI 101815 SIBIRU BIRD 

SMP SWASTA ISTIQLAL 

SMA SWASTA ISTIQLAL 



Halim Randa Juliandi - Peran Penyidik daam Mengamankan Barang Bukti Pelaku...

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/7/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)12/7/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

ABSTRAK 
PERAN PENYIDIK DALAM MENGAMANKAN BARANG BUKTI 

PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA 
(Studi Kasus Di Polres Deli Serdang) 

OLEH: 
HALIM RANDA JULIANDI 

NPM : 12.840.0084 

BIDANG : KEPIDANAAN 

Kepoli sian yang merupakan aparat penegak hukum yang memilki peran 

dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum 

serta memberikan perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat 

dalam rangka terpeliharanya kearnanan dalam negeri. Kiprah kepolisian sudah 

mulai mengisi perjalanan hidup dan ketatanegaraan di tanah air. Mereka 

mengarahkan dengan segala kekuatan jaringan, keahlian, perlengkapan dan 

personilnya untuk n,emberantas kejahatan-kejahatan, baik merupakan kejahatan 

perorangan maupun br.rupa si_ndikat pelaku tindak pidana bahkan kejahatan 

bersifat internasional yang saat ini sangat mudah masuk ke negara kita Republik 

Indonesia. 

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 

tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan 

atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan 

rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam 

golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undan g. 

Dalam penanganan tindak pidana, barang bukti terkait penyitaan untuk 

kepentingan pembuktian. Ketentuan Umum Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP) menggariskan, pcnyitaan merupakan n:mgkaian tindakan 

penyidikan guna mengambil ali h dan atau menyimpan di bawa h penguasaannya 

benda-benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak benvuj ud untuk 
kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. 

Kata Kunci : Penyidik, Barang buktj , Narkotika. 
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ABSTRACT 

THE ROLE OF THE INSURANCE IN SECURiNG THE PROFITS OF JHE 
PROFIT OF NARCOTICS CRIMINAL ACT 
(Case Study at Deli Serdang Police Station) 

By: 
HALIM RANDA JULIANDI 

NPM: 12.840.0084 

FIELD: PUBLIC LAW 

Police who are law enforcement officers who have a role in maintaining 
security and public order, enj(>rce the law and provide protection, guidance and 
service to the community in the framework ofmaintaining internal security. Police 
gait has started to fill the journey of life and statehood in the country. They direct 
with all the power of network, expertise, equipment and personnel to combat the 
crimes, whether it is an individual crime or in theform ofsyndicate perpetrator of 
crime even international crime which is very easy to enter our count1y of 
Indonesia. 

In Article 1 Sub-Article I of Law No. 35 of2009 on Narcotics, Narcotics is 
a substance or drug derivedfrom plants or non-plants, both .~ynthetic and semi
synthetic, which can cause decreased or altered consciousness, loss of taste, 
reduce to relieve pain , And can cause dependence, which is divided into groups 
as attached in the law. 

ln the hai1dling of criminal offenses, evidence relating to confiscation for 
the sake of evidence. The General Provisions of the Criminal Procedure Code 
(K UHAP) provides that confiscation is a series of investigative measures to take 
over and or to retain under the control (?l movable or immovable, tangible or 
intangible goods· for the purpose of proof in investigation, prosecution and 
judicimy. 

Keyword : Investigator. Evidence, Narcotics. 
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BABI 

PENDABULUAN 

1.1. LATARBELAKANG 

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini telah dinyatakan dengan tegas 

dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) menegaskan 

bahwa "Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum", dimana hukurn itu 

sendiri sulit didefinisikan secara utuh, akan tetapi ada salah satu definisi hukum 

berdasarkan van apeldoorn, hukum adalah suatu gejala sosial, tidak ada 

masyarakat yang tidak mengenal hukum, maka hukum itu menjadi aspek dari 

kebudayaan seperti agama, kesusilaan, adat istiacat, dan kebiasaan. 1 

Cita-cita filsafat yang telah di rumuskan para pendiri kenegaraan dalam 

konsep "Indonesia adalah negara hukum", mengandung arti, bahwa dalam 

hubungan antara hukum dan kekuasaan, bahwa kekuasaan tunduk pada hukum 

sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat. Dalam negara hukum, hukwn 

merupakan tiang utama dalam menggerakkan dan mengatur setiap kehidupan 

bermasyarakat berbangsa dan bernegara. 2 

Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada 

kecenderunganya untuk menilai 6ndakan-tindakan yang dilakukan oleh 

masyarakat atas dasar peraturan-perahrran hukum. Pembicaraan mengenai hukum 

selalu berkaitan dengan masalah penegakan hukum dalam p;~ ngertian luas juga 

merupakan penegakan keadilan. 

1 l shaq, Dasar-dasar llmu Hukum , Sinar Grafika. Jakarta. 2007. Hal. 3 
2 Chainur Arrasjid. Dasar-Dasar 1/nm Hukum . PT.Sinar Grafika: Jakarta. 2000. Hal. 9. 

1 
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Dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, ada 3 (tiga) lembaga yang 

terlibat didalamnya yang bisa disebut dengan Criminal Justice System, yaitu 

lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan dan lembaga kehakiman. Sistem peradilan 

pi dana (Criminal Justice System) merupakan pemakaian pendekatan sis tern 

terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai 

suatu sistem merupakan hasil suatu interaksi antara peraturan perundang

undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Sistem itu 

sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara 

rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan basil tertentu dengan segala 

keterbatasannya. 3 

Aparat penegak hukurn khususnya Polisi Republik Indonesia (POLRI) 

mengemban tugas yang luas, kompleks dan rumit. Mereka pun mempunyai posisi 

penting. Sebagai penegak hukum, mereka adalah pemimpin dalam melaksanakan 

amanat undang-undang menegakkan ketertiban, dan keamanan masyarakat. 

Sebagai pelaksana undang-undang, Polisi menyandang fungsi yang unik dan rumit 

karena dalam menjalankan tugas di tengah masyarakat cendenmg mandiri . 

Dalam arti modem, Polisi adalah suatu pranata wnum sipil yang mengatur 

tata tertib dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersi fat militaristis, sepet1i 

di indonesia sebelum Polisi Republik Indonesia (POLRI) di!epas dari Angkatan 

Bersenjata Republik Indonesia (AB Rl). Polisi dalam lingkungan pengadilan 

bertugas sebagai penyidik. Dalarn tugasnya dia mencar.i keterangan-keterangan 

dari berba g~i sumber dan keterangan saksi. Turnbuh dan berh:mbangnya POLRI 

tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia sejak 

3 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan flidana Kontemporer, Kencana, Jakarta. 2011. 

Hal. 2. 

2 
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Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, POLRI telah dihadapkan pada tugas-tugas 

yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat di 

masa perang, POLRI juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah 

dan berbagai operasi militer bersama-sama kesatuan bersenjata yang laiii. 

Keadaan seperti ini dilakukan oleh POLRI karena POLRI lahir sebagai 

satu-satunya kesatuan bersenjata yang relatif lebih lengkap. Kepolisian Negara 

Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi, tujuan, wewenang dan tanggung 

jawab yang selanjutnya yang menyebabkan pula timbulnya berbagai tuntutan dan 

harapan masyarakat terhadap tugas Kepolisiaan Negara Republik Indonesia yang 

semakin meningkat dan berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. Secara 

universal tugas polisi ada dua, yaitu menegakkan hukum dan memelihara 

ketertiban umum. Tugas pertama mengandung pengertian represif atau tugas 

terbatas yang dibatasi oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP), · tugas yang kedua mengandung pengertian preventif atau tugas 

mengayomi adalah tugas yang Iuas tanpa batas, boleh melakukan apa saja asal 

keamanan terjaga dan tidak melanggar hukum itu sendiri4 

Membangun penanggulangan tindak pidana narkoba secara integral 

dengan pendekatan yang menyeluruh dan sistemik, diharapkan dapat menjangkau 

akar penmsalahan yang sesungguhnya dari fenomena tindak pid<.~na narkoba yang 

berkembang, yaitu melalui penerapan kebijakan yang integral. 

Penanggulangan tindak pidana narkoba dengan pendckatan yang integral 

mengandunf; arti, bahwa segala kebijakan yang ditem puh harus selalu 

~ Sitompul, Beberapa Tugas dan Peran Polri, CV. Wanthy Jaya, Jakarta. 2000. Hal . 9. 

3 
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mempertimbangkan segala aspek kehidupan secara seimbang, baik aspek 

ekonomi, politik, sosial-budaya, bahkan juga aspek hubungan internasional. 

Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat segaJa tingkah lakunya 

diatur oleh hukum, baik hukum ada? di daerahnya maupun hukum yang telah 

diciptakan pemerintah. Sebagai patokan, hukum dapat menciptakan ketertiban dan 

kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan 

nasional yang tennasuk dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 

dan keadilan sosial. 5 

Bertolak dari hal tersebut, mutlak diperlukan penegak hukum dan 

ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan. Perkembangan kemajuan 

masyarakat yang cukup pesat seiring dengan banyaknya fenomena supremasi 

hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi dan transparansi, yang telah 

melahirkan paradigma barn dalam melihat tujuan, tugas, tlmgsi, wewenang dan 

tanggung ja\vab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya 

menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat 

terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang semakin 

meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. 6 

Kepolisian yang merupakan aparat penegak hukum yang memilki peran 

dalam mernelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum 

serta memberikan perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat 

5 Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana I (SteL'>el Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori 
Pemidanaan, don Batas Berlakunya Hukwn Pidana) . Rajawali Pers: Jakana . 2005. Hal. 22. 

6 !hid. 

4 
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dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kiprah kepolisian sudah 

mulai mengisi perjalanan hidup dan ketatanegaraan di tanah air. Mereka 

mengarahkan dengan segala kekuatan jaringan, keahlian, perlengkapan dan 

perscnilnya untuk memberantas kejahatan-kejahatan, baik merupakan kejahatan 

perorangan maupun berupa sindikat pelaku tindak pidana bahkan kejahatan 

bersifat intemasional yang saat ini sangat mudah masuk ke negara kita Republik 

Indonesia. 7 

Perkembangan teknologi yang sangat pesat tidak selamanya berdampak 

positif bagi masyarakat, tetapi juga memiliki dampak yang kurang baik atau 

negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah semakin canggihnya modus 

kejahatan yang dilakukan oleh para pihak yang tidak bertanggt:ng jawab. Dian tara 

kejahatan-kejahatan tersebut. salah satunya adalah peredaran gelap narkotika atau 

obat-obatan terlarang yang telah bersifat transnasional (lintas negara). 8 

Secara khusus Indonesia juga telah menjadi salah satu negara yang 

memiliki tingkat penggunaan dan peredaran narkotika yang cukup tinggi, bahkan 

telah ada beberapa daerah yang dijadikan sebagai lokasi pemasaran dan produksi 

narkotika. Selain itu, sasaran dari tindak pidana narkotika ini juga semakin 

meluas, tidak lagi meliputi kalangan dewasa, melainkan sudah menyentu kalangan 

remaJa bahkan anak-anak, tentu dengan modus operandi yang berbeda dengan 

modus operandi yang biasanya digunakan untuk menjerat kalangan dewasa. 

Daerah peredaran gelap narkotika tidak lagi hanya dikota-k ota besar melainkan 

telah men;asuki wilayah perdesaan . Masalah narkotika adabh masalah nasional 

7 Ibid Hal. 24. 
8 Anang Iskandar, Penanganan Penyalahguua Narkotika Dahan Konstruksi Hukum 

Positif, Tanpas Communications, Karawang, 2014, Hal. 27. 

5 
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dan internasional, karena peHyalahgunaannya akan berdampak negatif terhadap 

kehidupan masyarakat, bangs a dan negara. 9 

Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi aparat penegak hukwn, khususnya 

kepolisian untuk mencegah darl menanggulangi kejahatan tersebut, karena tindak 

pidana narkotika memiliki dampak yang sangat besar bag] bangsa dan negara. 

Generasi penerus bangsa akan rusak apabila teijerat dalam hngkaran setan 

(Narkotika), yang pada akhirnya berdampak pada hancurnya cita-cita bangsa dan 

negara. 

Namun, menghadapi kenyataan demikian tentu tidaklah mudah. 

Dibutuhkan kerja keras dan keseri usan dari aparat penegak hukum untuk 

menjawab tantangan tersebut serta dibutuhkan juga keseriusan pemerintah dalam 

menanggulanginya dengan meinbuat aturan-aturan yang mengatur mengenai 

tindak pidana narkotika yang dapat memberi efek jera kepada masyarakat yang 

mengedarkan ataupun yang menggunakan narkotika. Saat ini undang-undang 

narkotika yang telah ada, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika dirasakan telah cukup untuk .mengatur ketentuan mengenai tindak 

kejahatan narkotika, mengenai pengaturan serta sanksi yang dikenakan kepada 

para pelaku yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika, baik itu sebagai 

pengguna maupun pengedar. Nam un, sayangnya usaha pemberantasan tindak 

pidana narkotika belum mencapai :1asil yang memuaskan. Hal ini dapat dilihat 

dari semakin meningkatnya penyalahgunaan narkotika.10 

9 Ibid. Hal. 30. 
10 Ridha Ma'ruf Narkotika, Bahaya, dan Penanggulangamrya. Kharisma Indonesia: 

Jakarta. 1989. Hal. 36. 

6 
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Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang 

pengobatan a tau pelayanan kesehatan ( dalam waktu operasi dan untuk penenang) 

dan pengembangan ilmu pengetahuan sehingga ketersediaannya perlu dijamin 

., melalui kegiatan produksi dan impor. Namun demikian, dampak positif dari 

narkotika sering disalahgunakan seperti penggunaan yang berlebihan dan 

pemakaian yang berulang-ulang tanpa ada petunjuk medis yang jelas. 

Akibat dari semua itu tanpa ada pengawasan dari petugas yang berwenang 

akan mengakibatkan ketagihan hingga ketergantungan yang kemudian 

menimbulkan sebagai permasalahan, baik secara langsung maupun tidak langsung 

dalam kehidupan sehari-hari seperti adanya tindakan-tindakan kriminal yang 

dilakukan oleh para pemakai narkotika tersebut dengan menghalalkan segala cara 

·agar mereka dapat memperoleh obat itu sehingga mencuri dan memeras pun 

dianggap sebagai solusi yang tepat untuk mendapatkan obat itu. 11 

Penyalahgunaan :riarkotika, psikotropika dan obat-obat adiktif lainnya yang 

dikategorikan sebagai tindak pidana, karena akibat yang ditimbulkan sangat 

berbahaya, tidak saja bagi pemakai tetap.i juga bagi keluarga dan lingkungan 

masyarakat sekitamya. Mengingat bahaya yang ditimbulkan oleh adanya 

penyalahgenaan narkoba yang cukup fatal terutama terhadap masa depan bangsa 

dan negara, maka Indonesia secara sadar telah menentukan sikap untuk 

memeranginya, karena bahaya narkoba dapat menghancurkan peradaban manusia. 

Penggunaan narkoba mempunyai dua dampak, yaitu dampak positif dan 

negatif, darnpak positif apabila bahan atau obat tersehut digunakan bagi 

kehidupan manusia, terutama di bidang pengobatan (medis), ilmu pengetahuan 

11 Gatot Supramono. Hukum Narkoba Indonesia. Djambatan: Jakarta. 2004. Hal. 29. 

7 
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dan teknologi serta di bidang industri . Sedangkan dampak negatif apabila 

disalahgunakan (berupa tindak pidana). Penyalahgunaan narkoba sudah 

merupakan wabah yang bersifat epidemi. Oleh karenanya perlu berbagai upaya 

untuk pencegahan maupun penanggulangannya baik 'terhadap pengguna, pengedar 

dan produsen illegal, begitu juga terhadap korbannya. Sudah saatnya diperlukan 

sarana yang tepat dalam rangka perang melawan narkoba. Sarana yang dimaksud 

adalah hukum, terutama hukum pidana. 

Alat bukti ataupun barang bukti merupakan sesuatu yang penting dalam 

pembuktian. Terbuktinya terdakwa atau tersangka bersalah atau tidak tergantung 

dari alat bukti yang telah digunakan dalam melakukan tindak pidana atau 

kejahatan. Untuk melindungi dan menjamin keutuhan suatu alat bukti dan barang 

bukti, undang-undang telah mengatur hal ini, seperti dalam hal tindak pidana 

narkotika. Sebagai indikasi awal bersalahnya pelaku dalam menyalahgunakan 

narkotika itu sendiri atau barang bukti . Jni akan dijadikan bahan untuk 

membuktikan bersalah atau tidak bersalah dalam melakukan tindak pidana. 

Pengamanan barang bukti oleh penyidik mempunyai peranan penting 

dalam pembuktian dalam persidangan. Apabila teTjadi kesalahan dalam 

pengamanan tentu akan mangakibatkan masalah yang fatal dalam pembuktian 

nanti . Bisa saja dengan kurang atau dengan tidak adanya barang bukti tidak 

mencakup bagi hakim dalarn pengambilan keyakinan pembuktian dalam 

persidangan atau terjadi kekaburan bahan atau barang b ukti yang berdampak 

hukuman terdakwa atau bahkan di bebaskan oleh hakim brena tidak terbukti 

kesalahannya karena akibat kurang hati-hati dalam pengamanan barang bukti. 

8 
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Penyidik dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan wajib bertanggung jawab 

terhadap barang sitaan untuk dirawat, disimpan dan dijaga dengan baik karena 

barang tersebut sebagai bukti dalam menunjukkan pelaku kejahatan. Ada 

kemungkinan bar~mg-barang sitaan tersebut dapat hilang atau rusak yimg 

disebabkan banyak faktor, misalnya adanya bencana alam, dihilangkan sengaja, 

dibuat cacat hukum, terbakar ataupun cara penyimpanan yang salah. Dengan 

adanya kemungkinan ini penyidik wajib mengganti kerugian hilang dan atau 

rusaknya barang tersebut dan besarnya ganti rugi juga ditentukan dari ketentuan-

ketentuan peraturan yang ada. Kepolisian yang berwenang bertanggung jawab 

secara penuh terhadap rusak dan atau hilangnya barang sitaan yang berada dalam 

]? 
kekuasaannya. -

Praktik penegakan hukum (hand having) terhadap barang basil kejahatan 

sebagai barang bukti kejahatan (corpus delicti) dalam proses pidana sering kali 

tidak sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, yakni mendapatkan kebenaran 

yang proporsional. Tidak dipungkiri dalam suatu kasus pidana baik itu pidana 

umum maupun pidana khusus, seperti kasus Narkotika diperlukan upaya paksa 

dalam bentuk penyitaan barang atau benda yang dimiliki tersangka karena akan 

dijadikan barang bukti. Barang bukti kejahatan ini tanpa kewenangan, standar 

operasional dan pengelolaan yang baik dalam praktik sering disalahgunakan oleh 

pihak-pi;1ak tertentu, seperti hilangnya barang bukti, penyalahgunaan alat bukti, 

dan lain sebagainya dengan berbagai modus dan motif 13 

12 http//www.distrodoc.com/347502-tindakan-penyitaan-barang-bukti-dalam-penyidikan

tind. di akses pada tanggal23 april2016. Pukul 11.25 wib. 
13http//www. bphn.go.id/dataldocuments/laphir_lembaga _penyitaan _ dan__pengelolaan _ ba 

rang_hasil_kejahatan.pdf di akses pada tanggal23 april2016. Pukul 11 .45 wib. 
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Dalam penggunaan narkotika misalnya obat-obatan yang digunakan 

dengan t.idak berdasarkan pada resep dokter atau petunjuk pengguna oleh apoteker 

dapat dijadikan barang bukti oleh ~ penyidik sebagi bahan pertimbangan dalam 

penuntutan oleh penuntut jaksa penuntut urrillin. Penerapan suatu kaidah hukum 

merupakan salah satu sistem yang harus dilakukan untuk mewujudkan suatu 

tujuan hukum sendiri yakni mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian 

hukum. Kepastian hukum dapat diterapkan dalam penyitaan tindakan dalam 

tindak pidana narkotika. 

Dalam menekan pemberantasan tindak pidana narkotika ini dibentuk 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dapat 

memberikan araban, kepastian dan keadihn hukurn dalam menekan peredaran 

gelap narkotika. Adapun pengertian narkotika· menurut Pasal I ayat (1) Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 (selanjutnya disingkat dengan UU Narkotika) 

adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis 

maupun semisintesis, yang dapat rnenyebabkan penurunan atau perubahan 

kesadaran, hilangnya rasa, rnengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri , dan 

dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan

golongan sebagaimana terlampir dalam undang- undang ini . Narkotika merupakan 

zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit 

tertentu. Nam~n, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standart 

pengobatan dapat menimbulkan nkibat yang sangat merugi1-: an bagi perseorangan 

atau masyarakat khususnya generz1:;i muda.14 

14 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal.3 . 
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Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar 

bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhimya akan dapat 

melemahkat! ketahanan nasional. Untuk meJindungi masyarakat dari bahaya 

penyalahgunaan narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap 

narkotika, dalam Undang-undang ini diatur juga mengenai prekursor narkotika 

karena prekursor narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia 

yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. (Penjelasan Atas UU No. 35 

Tahun 2009 Tentang Narkotika). 

Mencermati perkembangan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba, telah 

menimbulkan rasa kekhawatiran yang mendalam, bahwa narkoba telah 

mengancam langsung masa depan penerus bangsa. Tanpa pencegahan yang serius, 

ancaman itu bisa berlanjut pada penerus bangsa. Walaupun demikian, mungkin 

pada umumnya masyarakat bel um meriyadari dan merasa bahaya narkoba bukan 

menjadi urusannya selama anak atau keluarganya belum menjadi korban.Yang 

menjadi sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merabah 

ke daerah pemukiman, kampus bahkan sekolah-sekolah. Menjalamya pemakaian 

dan peredaran narkotika memang sangat merisaukan. Cara menjerat mangsa sudah 

semakin intensif dan canggih, rm:lai cara-cara klasik dengan membujuk korban 

untuk mencoba secara gratis, menawarkan sebagai gaya hidup modem kepada 

para remaja, mempromosikan sebagai terapi, melangsingkan tubuh hingga sebagai 

obat mengatasi rasa capek. Yang \erakhir dengan cara keji, anak-anak Sekolah 
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Dasar (SD) di bujuk dengan narkotika berwujud permen dan dipikat dengan uang 

1 ~ 
agar mau mencobanya. ) 

Berkaitan dengan hal tersebut diantara aparat penegak hukum yang juga 

mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana ··narkotika ialah 

Penyidik. Dalam hal ini adalah Penyidik POLRJ, dimana penyidik diharapkan 

mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana narkotika. 

Situasi yang demikian ini telah mendorong Jnstitusi Kepolisian Negara Republik 

Indonesia untuk meningkatkan gerakan perang melawan narkoba yang melibatkan 

seluruh lapisan masyarakat yang kini telah banyak menjadi korban. Disisi lain, 

secara organisatoris juga teijadi peningkatan upaya-upaya penindakan yang 

dilakukan jajaran kepolisian dengan melibatkan seluruh potensi yang dimiliki, 

serta berbagai strategi dalam upaya menindak tegas pelaku kejahatan tindak 

pidana narkotika. 

· Atas dasar alasan Jatar belakang yang telah diuraikan diatas, akhirnya 

mendorong penulis untuk membahas "PERAN PENYIDIK DALAM 

MENGAMANKAN BARANG BUKTI PELAKU TINDAK PIDANA 

NARKOTIKA" dalam bentuk skripsi dengan meng6>unakan pendekatan yuridis 

dan sosiologis hukum serta keccnderungan hukum yang disesuaikan dengan 

kenyataan dalam masyarakat. 

1.2. ldentifikasi Masalah 

/\ dapun identifikasi masaJ2h yang diajukan dalaJY1 penehtian skripsi m1 

adalah sebagai berikut: 

15 Moh. Taufik Makarao . Tindnk Pidana Narkotika. Ghalia Indonesia: Jakarta. 2003. Hal. 

35 . 
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1. adanya peran penyidik dalam mengamankan barang bukti pelaku 

tindak pidana narkotika. 

2. Adanya hambatan penyidik dalam mengamankan barang bukti pelaku 

tindak pidana narkoti~a. 

3. Adanya sanksi terhadap penyidik yang merusak, menghilangkan serta 

menggunakan barang bukti pelaku tindak pidana narkotika. 

1.3. Pem batasan Masalah 

Untuk manfokuskan pennasalahan, maka dari identifikasi masalah diatas, 

penulis pada skripsi yang berjudul "PERAN PENYIDIKAN DALAM 

MENGAMANKAN BARANG BUKTI PELAKU TINDAK PIDANA 

NARKOTIKA" yang akan melakukan studi di Polres Deli Serdang dengan 

pembatasan masalah tentang bagaimana peran penyidik dalam mengamankan 

barang buh.1:i pelaku tindak pidana narkotika, tentang apa kelebihan dan 

kekurangan dalam mengamankan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik. 

1.4. Perumusan Masalah 

Dilihat dari identifikasi dan batasan masalah diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran penyidik dalam mengamankan barang bukti pelaku 

tindak pidana narkotika di Polres Deli Serdang? 

2. Bagaimana sanksi terhadap penyidik jika b(lrang bukti pelaku tindak 

pidana narkotika rusak, berkurang atau hilang? 

1.5. T ujuan dan Manfaat P era elitian 

Ketika melakukan sebuah penelitian maka pada wn umnya terdapat suatu 

tujuan dan manfaat penelitian, sama halnya dalam penulisan skripsi ini juga 

mempunyai suatu tujuan dan manfaat yang ingin dicapai di dalam pembahasan. 

13 
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Adapun uraian tujuan dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut : 

1.5.1 Tujuan Penelitian 

Adapun Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai 

.. berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana peran penyidik dalam mengamankan barang 

bukti pelaku tindak pi dana narkotika .. 

2. Untuk mengetahui kendala dalam mengamankan barang bukti pelaku 

tindak pidana narkotika. 

3. Untuk mengetahui bagaimana hambatan dalam mengamankan barang 

bukti pelaku tindak pidana narkotika di Polres Deli Serdang. 

1.5.2 Manfaat PeneJitian 

Adapun manfaat terhadap penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana dan hukum acara 

pidana, khususnya mengenai peran penyidik dalam mengamankan barang 

bukti narkotika secara teoritis dan praktis. 

2. Sebagai bahan kajian akademik dalam bidang ilrnu hukum terhadap 

perkara narkotika. 

3. Sebagai bahan informasi semua pihak dan kalangan akademik untu \-; 

menambah wawasan dalam bidang hukum Kepidanaan, dalam hal ini 

dikaitkan dengan pengamanan barang bukti pelaku tindak pidana narkotika 

yang dilakukan oleh penyidik. 

14 
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2.1. Uraian Teori 

BABD 

LANDASAN TEORI 

2.1.1. Pengertian Tindal{ Pidaoa 

Istilah tindak pidana merupakan teijemahan dari ''strajbaar fe it ". Di dalam 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak terdapat penjelasan 

mengenai apa sebenamya yang dimaksud dengan stra.fbaar .feit. Biasanya tindak 

pidana disinonimkan dengan istilah "delik", yang berasal dari bahasa Latin yakni 

delictum. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, delik didefinisikan sebagai 

berikut. "Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena 

merupakan pelanggara"! terhadap undang-undang tindak pidana ". 

Pipin Syarifin meriguraikan beberapa pengertian tentang strajbaar feit 

melalui pendapat para ahli , yaitu seperti berikut: 

a. Menurut Simons, strajbaar feit adalah ·kelakuan (handeling) yang 

diancam dengan p_idana, bersifat melawan hukum yang berhubungan 

dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu 

bertanggungjawab. 

b. Menurut Van Hamel , strafbaar j eit adalah kel akuan orang (men sellfke 

gedraging) yang di rumuskan dalam wet, bersifat melawan hukwn, patut 

dipidana (strafi·vaardig), dan dilakukan dengan kesalahan. 

c. Menurut Pompe, strafbaar jeit adalah f eit yan g ditentukan dalam wet 

sebagaifeit yang strajl,uw· yang dapat dipidana. 1'' 

16 Pipin Syarifin. Hukum Pidona di indonesia. Pustaka Setia: Bandung. 2000 HaL4l!. 
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Sementara Hazewinkel-Zuringa, telah membuat suatu rurnusan yang 

bersifat umum dari strajbaar feit sebagai berikut: "Suatu perilaku manusia yang 

pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu 

dan dianggap sebagai perilaku yang hams ditiadakan oleh hukum pidana dengan 

menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya". 

Teguh Prasetyo merumuskan istilah strajbaar feit berdasarkan pendapat 

para sarjana hukum, yaitu: 

a. Mulyatno menerjemahkan istilah straajbaar feit dengan perbuatan 

pidana. Menurut pendapat beliau istilah "perbuatan pidana" menunjuk 

kepada makna adanya suatu kelakuan manusia (baik aktif maupun 

pasif) yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana 

pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. 

b. Wirjono Prodjodikoro pemah menggunakan istilah "peristiwa pidana". 

Istilah ini secara resmi digunakan dalam UUD Sementara 1950, yaitu 

dalam Pasal 14 ayat (1 ). Secara substansif, pengertian dari istilah 

"peristiwa pidana" lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat 

ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam. 

c. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku 

dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga 

seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, 

dia telah melakukan tindak pidana. Istilah "tindak pidana" ini 

digunakan oleh Sudarto dan diikuti oleh Teguh Prasetyo.2 

2 Teguh Prasetyo. Politik Hukum Indonesia. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 20 ll. Hal.20. 
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2.1.2. Unsur-unsur Tindak Pidana 

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua 

sudut pan dang, yakni : 

a. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoref·isi. 

Adami Chazawi merumuskan unsur-unsur tindak pidana dari berbagai 

pendapat para ahli hukum, seperti Moeljatno, Jonkers, dan Schravendijk. 

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah: 

1. Perbuatan; 
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum); 
3. Ancarnan pidana (bagi yang melanggar larangan). 

b. Unsur-unsur tindak pidana menurut undang-undang. 

Menurut Lamintang tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-

undang Hukum Pidana (KUHP) itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam 

unsur-unsur yang pada dasamya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni 

unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif 18 

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak p.idana adalah: 

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa); 

2. maksud atau voomemen pada suatu percobaan atau poging sepert.i 

yang dimaksud di daJam Pasal 53 ayat ( I ) KUHP; 

3. macam-macam maksuG. atau oogmerk sepcrti yang terdapat misalnya 

di dalam kej ahata1 ~-kejahatan pencunan, pempuan, pemerasan, 

pemalsuan dan lain-lain; 

18 Lamintang, P.AF. Dasar Hukum Pidana Indonesia . PT. Citra Aditya Bakti: Jakarta. 

1997. Hal. 24. 
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4. merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang 

misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 

340KUHP~ 

. ., 
5. perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam 

rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. 19 

Sementara unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai 

berikut: 

1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid; 

2. kualitas dari si pelaku, misalnya "keadaan sebagai seorang pegawai 

negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau 

"keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan 

terbatas" di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP~ 

3. kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai 

penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. 

2.1.3. Pengertian Penyalahgunaan 

lstilah "penyalahgunaan" berasal dari kata dasar "salah guna" yang artinya 

melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Dalam kamus besar Bahasa 

Indonesia, penyalahgunaan didefinisikan sebagai berikut: "proses, cam, 

perhuatan menyalahgzmakon ". Sementara Ahmad A.K Muda merumuskan 

"Penyalahgunaan adalah proses, cora, p erbuatan menyeleweng untuk melakukan 

sesuatu yang tidak sepatutnyo atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana 

mestinya".20 

19 Ibid. Ha1.26. 
20 Ahmad A.KMuda, Kamus \engkap Bahasa Indonesia, Reality Publisher, Jakarta. 2006. 

Hal. 489. 
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2.1.4. Pengertian Narkotika 

Smith Klise dan French Clinical Staff berpendapat sebagai berikut: 

"Narcotics are drugs which produce insebility stupor due to their depressant 

effect on the control nervous system. InCluded in this dejindion are opium, opium 

derivates (morphine, codein, heroin) and synthetics opiates (meperidine, 

methadone)". 

Dari kutipan di atas dapat diartikan bahwa narkotika adalah zat-zat ( obat) 

yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat 

tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika 

ini sudah termasuk jenis candu dan zat-zat yang dibuat dari candu (morphine, 

codein, heroin) dan candu sintetis (me?eridin, metadon). 21 

Berdasarkan dari defenisi tersebu·t di atas, M. Ridha Ma'ruf menyatakan 

bahwa: 

a. Narkotika ada dua macarn, yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis. 

Yang termasuk narkotika alam adalah berbagai jenis candu morphine, 

heroin, ganja, hasish, codein dan cocain. Narkotika ala mini termasuk 

dalam arti sempit. Sedangkan narkotika sintesis yang tennasuk di 

dalamnya termasuk zat-zat (obat) yang tergolong dalam tiga jenis obat 

yaitu hallucinogen, depressant dan stimulant. Narkotika sintesis adalah 

tennasuk dalam pengertian secara luas. 

b. Narkotika itu bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral yang 

akibatnya dapat m·~ n i mbulkan ketidaksadaran atau pembiusan dan 

berbahaya apabila disalahgunakan. 

1 1 Dadang Hawari . Penyalahgunaan Narkoba dan Zut Adiktif Lainnya.Fakultas 

Kedokteran Universitas Indonesia. Jakarta. 1991. Hal. 118. 
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. c. Narkotika dalam pengertian di sini adalah mencakup obat-obat bius dan 

obat-obat berbahaya atau narcotic and dangerous drugs. 22 

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika menyebutkan bahwa pengertian narkotika adalah merupakan zat atau 

bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan 

penurunan sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit (nyeri) serta dapat 

menimbulkan ketergantungan atau ketagihan. 

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika, pengertian narkotika terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum, yaitu: 

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, 

baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau 

perubahim kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa 

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam 

golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. 23 

Zat-zat narkotika yang semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, 

namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi , khususnya 

perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah 

sedemikian banyak seperti yang terdapat pacta saat ini serta dapat pula 

disal ahgunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan di bidang 

pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan ek sistensi generasi suatu 

?4 
bangsa.~ 

22 Ibid. Hal. 40. 
23 Op.cit. Hal.3. 
24 Ibid. Hal. 121. 
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2.1.5. Polri Selaku Penyidik Tindak Pidana Narkotika 

Kelahiran KUHAP merupakan era baru dalam dunia peradilan pidana di 

Indonesia. Selain sebagai produk hukum nasional yang menggantikan hukum 

ciptaan kolonial Belanda, KUHAP juga memberikan spesialisasi dalam perihal 

pelaksanaan dan pembagian tugas antara Kepolisian dan PPNS (Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil) sebagai Penyidik, Jaksa sebagai Penuntut Umum, serta Hakim yang 

mengambil keputusan di Sidang Pengadilan dalam pe1aksanaan penegakan hukum 

yang mencakup koordinasi fungsional dan institusional , serta adanya sinkronisasi 

dalam pelaksanaan tugas tersebut. 

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1981 Tentang 

KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara, 

maka semakin tegas diatur tentang peranan Polri sebagai salah satu fungsi 

pemerintahan negara di bidang pemeliharaan. 

Dalam KUHAP Pasal 7 ayat (1), karena kewajibannya penyidik meiliki 

wewenang: 

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak 

pi dana. 

b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian. 

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal 

diri tersangka. 

d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. 

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. 

f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. 

21 
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g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi. 

h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dertgan 

pemeriksaan perkara. 

1. Mengadakan penghentian penyidikan. 

J. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. 25 

Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Pasal 13, menjelaskan bahwa kewajiban atau tugas pokok dari 

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: 

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 

b . Menegakkan hukum dan 

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat. 26 

Dalam melaksanakan kewajiban atau tugas pokok tersebut, pada Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 ayat ( 1) huruf g menjelaskan bahwa 

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas untuk melakukan penyelidikan 

da n penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana 

dan peraturan perundang- undangan lainnya. 

Mengenai wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum 

dij elaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasa\ 15 ayat (1 ), yaitu: 

a. Menerima laporan dan/ atau pengaduan; 

b. Membantu meyelesaikan perselisiha.n warg:1 masyarakat yang dapat 

menggangu ketertiban umum; 

25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP HaL1 7. 
26 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepoli sian . Hal. 10. 
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c. Mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat; 

d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan; 

e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan 

administratif kepolisian; 

f Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan 

kepolisian dalam rangka pencegahan; 

g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 

h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; 

1. Mencari keterangan dan barang bukti ; 

J. Menyelenggarakan pusat inforrnasi kriminal nasional; 

k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan 

dalam rangka pelayanan masyarakat; 

l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan 

putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; 

m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.27 

2.1.6. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan 

A. Penyelidikan 

Dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tc11tang KUHAP, pengertian 

penyelidikan terdapat dalam Pasal 1 angka 5, Penyelidikan adalah serangkaian 

tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukm1 s u ~1 tu peristiwa yang didug::1 

seb; ~<1i tindak pidana guna menentukan dapat atau tidal: • ya dilakukan penyidikan 

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 28 

27 Ibid. Hal. 12 
28 Ibid. 
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B. Penyidikan 

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP KUHAP, 

pengertian · penyidikan terdapat dalam Pasal 1 angka 2, Penyidikan adalah 

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam 

undang-undang untuk mencari serta mengurnpulkan bukti yang dengan bukti itu 

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 

tersangkanya. 29 

2.1.7.Pihak yang Berwenang Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan 

Pihak yang berwenang melakukan penyelidikan dan Penyidikan adalah 

pejabat Polri dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang 

khusus oleh undang~undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. 

Pemberian wewenang ini dengan tetap memperhatikan fungsi koordinasi dengan 

penyidik dari Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang fungsinya 

sebagai pemegang utama wewenang dalam penyidikan tindak pidana. 

Penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang berwenang melakukan 

penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di lingkungan 

kementerian atau Iembaga pemerintah nonkementcri an yang lingkup tugas dan 

tanggungjawabnya di bidang narkotika menurut Pasal 82 ayat (2) Undang-undang 

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berwenang : 

a. Memeriksa kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya dugaan 

penyalahgunaan N~rkotika dan Prekursor Narh:otika; 

29 Ibid: ha/.3 
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b. Memeriksa orang yang diduga rne1akukan penyalahgunaan Narkotika 

dan Prekursor Narkotika; 

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum 

sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor 

Narkotika; 

d. Memeriksa bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan 

Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

e. Menyita bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan 

Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

f. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang adanya dugaan 

penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

g. Merneriksa orang atau korporasi yang diduga rnelakukan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika; 

h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi; 

1. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa 

tanda pengenal di ri tersangka; 

J. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana 

da1am penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika; 

k. Memeriksa surat uan/atau dokumen lain tema ng penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

25 
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I. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 

N arkotika. 30 

Pada hakikatnya teori menjelaskait suatu fenomena atau merupakan proses 

atau produk atau aktivitas atau merupakan suatu sistem31
. Dalam dunia ilmu, teori 

menempati kedudukan yang penting. Ada dua manfaat teori, yaitu manfaat teoritis 

dan manfaat praktis. Manfaat teoritis teori adalah sebagai alat dalam menganahsis 

dan mengkaji penelitian-penelitian yang akan dikembangkan oleh para ah1i, baik 

itu yang dilakukan dalam penelitian disertasi, penelitian hibah bersaing, penelitian 

hibah kompetensi, dan lainnya. Manfaat praktis teori adalah sebagai alat atau 

instrumen dalam mengkaji dan menganalisis sebuah fenomena-fonemena yang 

timbul dan berkembang dalam masyarakat, bangsa dan negara. Teori dapat 

memberikan sarana kepada kita untuk merangkum serta memahami masa]ah yang 

kita bicarakan secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan dengan cara 

mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan32
. 

Teori didefenisikan sebagai seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi, 

yang digunakan untuk menjelaskan suatu gejala atau fenomena tertentu. Teori 

adalah serangkaian bagian atau variabel, defenisi dan dalil yang yang saling 

berhubungan yang menghaL irkan sebuah pandangan sisitem mengenai fenorn ena 

dengan menentukan hubungan antara variabel, dengan maksud menjelaskan 

fenomena alamiah. 

~ 0 Ibid: Ha\34. 
~ 1 Salim H . .Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum. PT Rajagrafindo Persada. 2009. 

HaL 1. 
32 RahardjoSatjipto. Ilmu hukum. Alumni. Bandung. 2000. hal. 253 . 
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Secara urnum, teori adalah sebuah sistem konsep · abstrak yang 

mengidentifikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang 

membantu kita memaharni sebuah fenomena. 

·l':eori merupakan suatu proporsi yang terdiri dari konstrak yang sudah 

didefinisikan secara luas sesuai dengan hubungan unsur-unsur dalam proporsi 

tersebut secara jelas. Teori menjelaskan hubungan antar variabel sehingga 

pandangan yang sistematik dari fenomena yang diterangkan variabel-variabel 

tersebut dapat jelas. Teori menerangkan fenomena dengan cara menspesifikasikan 

variabel yang saling berhubungan. 

Tiga hal yang perlu diperhatikan jika kita ingin mengenal lebih lanjut 

tentang teori yaitu: 

I. Teori merupakan suatu proporsi yang terdiri dari konstrak· yang sudah 

didefenisikan secara luas sesuai dengan hubungan unsur-unsur dalam 

p.roporsi tersebut secara jelas. 

2. teori menjelaskan hubungan antara variabel sehingga pandangan yang 

sistematik dari fenomena yang diterangkan variabel-variabel tersebut 

dapat jelas. 

3. teori menerangkan fenomena dengan cara menspesifikasikan variabel 

yang saling berhubungan . 

Dengan demikian, teori memiJiki tiga fungsi dalam penelitian ilmiah, yaitu 

explanation, prediction dan control atau pengendalian terhadap suatu gejala. 

Prcporsi-poroporsi yang dikandung dan yang me:nbentuk teori terdiri a t~· s 

beberapa konsep yang terjalin dalam bentuk hubungan sebab-akibat. Namun 
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karena didalam teori juga terkandung konsep teoritis, berfungsi menggambarkan 

realitas dunia sebagaimana yang dapat diobservasi. 

Dalam konteks ilmiah, suatu teori berfungsi ; 

1. memperjelas dan memp~rtajam ruang lingkup variabel. 

2. memprediksi untuk menemukan menemukan fakta untuk kemudian 

dipakai guna merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen 

penelitian. 

3. mengontrol dan membahas hasil penelitian untuk kemudian dipakai 

dalam memberikan saran. 

Berikut ini defenisi atau pengertian teori menurut beberapa ahli Hukum: 33 

1. Isrnaun 
"Teori adalah pernyataan yang berisi kesimpulan substantif tentang 
keteraturan." 

2. Jonathan H. Turner 
"Teorinya adalah proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita 
menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi." 

3. Littlejohn & Karen Foss 
"Teori merupaka sebuah sistern konsep-konsep abstrak dan hubungan 
dari konsepyang membantu kita untuk memahami fenomena." 

4. Kerlinger 
"Teorinya adalah sebuah konsep yang berhubungan satu sama lain y:mg 
berisi pandangan sistematis fenomena. " 

5. Nazir 
"Teori adalah opini diajukan sebagai pcnj -.]asan dari suatu penstnva 
a tau kejadian." 

6. Stevens 
"Teorinya adal aL pemyataan yang 1sm :a menyebabkan atau e n 
beberapa fenome na .. " 

33 http://www .lega l ak,~s;.~, com/Pengertian Teori _l'v1 enu rut _Para_ Pakar, Diakses pad a 29 
Juni 2016 Pukull5.00 wib. 

28 



Halim Randa Juliandi - Peran Penyidik daam Mengamankan Barang Bukti Pelaku...

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/7/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)12/7/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

7. Manning 
"Teori adalah seperangkat asumsi dan kesimpulan logis yang 
mengaitkan satu set variabel satu sama lain. Teori akan menghasilkan 
prediksi yang dapat dibandingkan dengan pola yang diamati." 

8. Fawcett 
"Teori adalah deskripsi dari fenomena tertentu, penjelasan tentang 
hubungan antara fenomena atau prediksi tentang penyebab dan 
konsekuensi dari fenomena fenomena lainnya." 

9. Gardner Linzey 
"Teori adalah hipotesis (dugaan sementara) yang belum terbukti atau 
spekulasi tentang fakta bahwa itu adalah tidak pasti." 

10. Emory - Cooper 
"Teori merupakan kumpulan konsep, detinisi, proposisi dan variabel 
yang berkaitan satu sama lain secara sistematis dan telah 
digeneral isasikan, sehingga dapat menjelaskan dan mernprediksi suatu 
fenomena (fakta-fakta) tertentu." 

11 . Calvin S. Hall dan Gardener Linzey 
"Teori adalah hipotesis ( dugaan sementara) yang belum terbukti atau 
spekulasi tentang kenyataan yang belum diketahui secara pasti." 

12. King 
"Teori adalah sekurnpulan konsep yang ketika dijelaskan memiliki 
hubungan dan dapat diamati dalam dunia nyata." 

Dalam dunia ilmu, teori rnenempati kedudukan yang penting. Teori 

memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah 

yang kita bicarakan secara lebih baik. Teori rnemberikan penjelasan dengan cara 

mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan. Tcrdapat 

;.;,; rat,'l.t-raguan dari para akadernisi tentang tempat dari disiplin teori hukum 

dengan filsafat hukum, ilmu hukum, hukum normatif dan hukum po;;Jtif Ada 

yang menyamakan antara filsafat hukum dengan teori hukum34
. 

34 MunirFuady. Dinamika Teori Hukum. Ghalia Jnda;J Indonesia. Bogor. 2010. Hal. l. 
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Teori hukum dapat dikembangkan baik pada wilayah substansi hukum 

maupun pada wilayah struktural dan budaya hukum itu sendiri. 35 

Teori Pertanggungjawaban Pidana 

Pertanggungjawaban pidana dalam isti]ah' asmg disebut dengan 

teorekenbaarheid atau criminal re.sponsbility yang menjurus kepada pemidanaan 

pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka 

dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. 36 

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan, jika telah 

melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsumya yang telah 

ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut teJjadinya suatu tindakan 

yang terlarang ( diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas 

tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan 

tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau rechtsvaardigingsgrond atau 

alasan pembenar) untuk itu. 

Pengertian pertanggung jawaban pi dana menurut Andi Hamzah, dikatakan : 

"Pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yang dinamakan 
criminal liability a tau re.sponsihility, adalah merupakan kelanj utan dari 
pengertian perbuatan pidana. Jika orang telah melakukan perbuatan 
pidana, belum tentu dapat dijatuhi pidana, sehab masih harus dilihat pL1;a 
apakah orang tersebut dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah 
dilakukannya sehingga orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan c\<da m 
hukum pi dana. Dengan demik1an bahwa orang yang telah rn elJk 11kan 
perbuatan pidana tanpa adanya kesalahan, maka orang tersebut tidak iidak 
dapat dipidana, sesuai dengna asas hukum yang tidak tertulis, asas geen 
straf zonder schuld, yang artinya tidak ada pidana jika tidak ada 
kesalahan. "37 

35 Bernard L Tanya, T~ 'uri Hukum : Strategi Tertib Afwmsia, Lintas Ruang dan Gerr.:ms, 

Genta Publishing, Yogyakarta, 20 I 0, Hal. 11 . 
36 Amir llyas, Asos-Asas Hukum Pidana, Rcngkang Education Yogyakarta, Yogyakarta, 

2012, Hal. 20. 
37Andi Hamzah, Hukum Ac:ara Pidana Indonesia, CV A1tha Jaya, Jakarta, 1984, Hal . 

76-77 
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Berkaitan dengan harus adanya unsur kesalahan jika seseorang melakuk_an 

suatu tindak pidana maka dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya sesuai 

dengan aturan yang berlaku. 

Bambang PoE f110mo mengatakan: 

"Bahwa dapat dipidananya seseorang terleb1h dahulu harus ada dua syarat 
yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum 
sebagai sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat 
dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan. Putusan untuk 
menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya 
kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan hakim terhadap 
seorang tertuduh yang dituntut di rnuka pengadilan. "38 

Di dalam suatu pertanggungjawaban pidana maka tidak terlepas dari teori 

pertanggungjawaban. Adapun teori pertanggungjawaban pidana tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Teori pertanggungjawaban mutlak (strict liability) adalah · 

pertanggungjawaban tanpa kesalahan, dirnana pembuat sudah dapat 

dipidana apabila sudah terbukti untuk melakukan perbuatan pidana. 

Asas ini diartikan dengan istilah wdhout fault yang berarti bahwa 

seseorang dapat dipidana jika telah melakukan suatu perbuatan pi dana. 

Jadi unsur dari strict liability adalah perbuatan (actus reus) sehin gga 

yang dibuktikan hanya actus reus dan mens rea. 

?enerapan strict liaf)f /i t_y sangat erat kaitannya dengan ketentuan t e rte l ~ t · 

dan terbatas. Untuk lebi h jelasnya penerapan strict liability tersebut terdoH'aJ 

bcberapa patokan sebagai berikut: 

38Bambang Poemomo, Asm·-Asas Hukwn Pida11o indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 
J 985, Hal. 134. 
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a. Tidak berlaku umum terhadap semua jenis perbuatan pidana, tetapi 

sangat terbatas dan tertentu terutama mengenai kejahatan anti sosial 

atau yang membahayakan sosial. 

b. Perbuatan yang dilakukan benar-bena,rmelawan hukum (unlawful) yang 

sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan hukwn 

dengan kepatutan. : 

c. Perbuatan tersebuat dilarang keras oleh undang-undang karena 

dianggap perbuatan-perbuatan yang potensial mengandung bahaya. 

d. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan 

. ( bl . ) 19 yang waJar unreasona e precauswns .-

Dalam perspektif ius constituendum, sistem pertanggungjawaban sudah 

dirumuskan didalam Rancangan Konsep KUHP :rang berbunyi: 

"Sebagian pengecualian dari asas kesalahan undang-undang dapat 
menentukan bahwa untuk tindak pidana tertentu pembuat dapat dipidana 
semata-mata telah dipenuhinya uns ur tindak pidana oleh perbu:1tannya, 
tanpa memperhatikan lebih jauh kesalahan dalam melakukan tindak pidana 
tersebut". 40 

Pasal ini merupakan suatu pengecualian karena tidak berlaku untuk scmua 

tindak pidana akan tetapi untuk hal yang tertentu dan terbatas. Untuk iindak 

pidana tertentu tersebut, pelakunya sudah dapat dipidana karena telah 

terpenuhinya unsur perbuatan pidana oleh perbuatannya. Disini kesa!a han 

pembuat dalam melakukan perbuatan tersebut tidak lagi diperhatikan. 

2. Teori pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) adalah 

pertanggungja \vclban seseorang tanpa md akukan kesalahan pn l.~ a di , 

39M . Yahya Harahap. Beberapa Tirijauan tentang Permasalahan Hukum. Cetakan T. PT 

Citra Aditya Bakti. Bandung. 1997. Him. 37-38. 
40Rancangan Konsep KUHP Baru 1991 / 1992 Revisi sarnpai dengan Maret sampai 

tahun 1993. 
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bertanggungjawab atas tindakan orang lain (a vicarious liability is one 

where in one person, thought without personal fault, is more liable f or 

the conduct of another). 

Ada dua syarat penting yang harus dipenuhi dengan pertanggungjawaban 

pengganti (vicarious liability) yaitu: 

a. Adanya suatu hubungan antara yang satu dengan yang lain. 

b. Perbuatan yang dilakukan harus berkaitan dengan ruang lingkup 

dimana perbuatan itu terjadi .41 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Skri::'lsi merupakan suatu karya tuhs ilmiah yang disusun berdasarkan 

penelitian-penelitian. Pada umumnya skripsi dibuat untuk dituj ukan kepada 

masyarakat luas, terutama bagi yang membaca sk.ripsi ini. 

Dalam penulisan skripsi ini melalui gambaran secara umum dan 

menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan 

skripsi, meliputi Jatar belakang, rumusan masalah, tuj uan penelitian, manfaat 

penelitian. Penulis tertarik menyusun skripsi dengan j udul: "Peran Penyidik dalam 

mengamankan barang bukti pelaku tindak pidana narkotika". Yang mana akan 

melakukan Penelitian di Polres Deli Serdan.g untuk. menjawab atas permasal ahan 

yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. 

Untuk mengetahui tentang peranan penyidik terhadap pengamanan dan 

pertanggungjawaban dal am hal pengelolaan barang ·:i ukti tindak pidana narko1 ika. 

41Ibid, Him. 40. 
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Peranan penyidik polri dalam menangani dan mengamankan barang bukti dalam 

bidang tindak pidana narkotika terutama barang bukti tersebut dalam hal (narkoba 

dan atau prekusor). Dalam hal ini penulis ingin melihat seberapa besar 

pertanggungjawaban dalam pengamanan barang bukti tindak pidana narkotika, 

terutama apabila barang bukti tersebut berkurang dan/atau bahkan hilang. Hal ini 

yang mendasari penulis dan menerapkan hal ini menjadi kerangka pemikiran 

terhadap pengamanan dan pengelolaan terhadap barang bukti tindak pidana 

narkotika diliha dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 

Bentuk dari Pengamanan barang bukti tindak pidana narkotika rnaka akan 

ada penyelesaiannya yaitu melakukan wawancara kepada beberapa polisi yang 

pernah menangani kasus tindak pidana narkotika dan melihat ketentuan dari 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Narkotika. 

2.3. Hipotesis 

Hipotesis berasal dari kata "hypo" dan "thesis", yang masing-masing 

berarti " sebelum" dan "dahl" . Jadi, inti hipotesis adalah suatu dahl yang dianggap 

belum menjadi dalil yang sesunggulmya, o\eh karena masih diuji atau dibuktikan 

dal am penelitian yang akan dil akukan kemudian42 

Dalam sistem berfi kir yang benar, maka nipotesis san gat pcrl u dal am 

melakukan penelitian suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu 

kebenaran. Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-duga2 n atau 

perkiraan-perkiraan yan_s masih harus dibuktika n kebenaran atau kesalah:w nya, 

atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu. 

42 Soerjono Soekanto, Pengwtar Penelitian Hulmm, UI-Press, jakarta. 2008 . Hal.l 48 
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Sumber utama dari hipotesis adalah fikiran dari peneliti mengenai gejala

gejala yang ingin ditelitinya. Fikiran-fikiran tersebut akan timbul setelah 

mengadakan tukar pikiran atau diskusi dengan aparat kepolisian, masyarakat dan 

ternan-ternan. Adapun hipotesis p0nulis dalam perrnasalahan yang dibahas adalah 

sebagai berikut: 

1. Dapat diketahui adanya peran penyidik dalam mengamankan barang 

bukti pelaku tindak pidana narkotika. 

2. Adanya kelebihan dan kelemahan dalam mengamankan barang bukti 

pelaku tindak pidana narkotika. 
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BAB1II 

METODE PENELITIAN 

~· .1. Jenis, Sifat, Lokasi Dan Waktu Penelitian 

3.1.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian pada penulisan skripsi m1 adalah normatif dan empms 

yang semata-mata digunakan untuk mernperoleh data-data yang lengkap sebagai 

dasar penulisan karya ilmiah.43 

Adapun penjelasan terhadap j enis penulisan skripsi adalah sebagai berikut ; 

1. Penelitian Normatif (Studi Kepustakaan) 

Dalam hal ini penulis mencari dan mengumpulkan jata dengan melakukan 

penelitian kepustakaan atas sumber bacaan berupa buku-buku para sarjana, ahli 

hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang 

dibahas dalam penulisan skripsi ini . 

2. Penelitian Empiris (Studi Lapangan) 

Penulis melakukan studi Japangan terhadap permasalahan yang dib e1 has, 

penelitian lapangan ini digunakan untuk melengkapi bahan yang diperolch dalam 

studi kepustakaan yaitu penulis melakukam Riset di Polres Deli Serdang d ~~ngan 

judul skripsi "Peran Penyidik Dalam Mengamankan Barang Bukti PeJaku TiL,c.iak 

Pidana Narkotika". 

43 Amiruddin & Asikin Zainal , Pengantar Afetode Penelitian Hukum, Raj a Graf1 ndo 
Persada. Jakarta. 2004. Hal. 11 9. 
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3.1.2 Sifat Penelitian 

Sifat penelitian penulisan skripsi ini adalah bersifat penelitian Deskriptif 

analisis yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. 

Anahsis data yang dapat d1pergunakan adalah ana\isis secara pendekatan kualitatif 

terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif analisis yang mengarah 

penelitian hukum normatij; yaitu bentuk penulisan hukum yang berdasarkan pacta 

karakteristik ilmu hukum yang normatif. 

3.1.3 Lokasi Penelitiao 

Penelitian dilaksanakan di Kantor Polres Deli Serdang bertempat dijalan 

Sudirman No. 18 Lubuk Pakam. 

3.1.4 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian direncanakan pada bulan April sampai dengan bulan .Tuni 2016. 

M ar Apr Mei Juni Juli Agt Sep Okt Mart Apr 

No. Kegiatan 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 

1. 

2. 

3. 
Sl 

Bimbingan 
dan perbai kan 

4. sebelum 
semmar 

Sl 

Seminar H asil 
5. penyempurna-

an skri 
Bimbingan 

6. 
dan perbaikan 

setelah 
seminar hasi I 
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3.2. Teknik Pengumpulan Data 

3.2.1. Data Primer 

Data Primer adalah metode pengumpulan data secara langsung baik itu 

melalui observasi dari Japangan, wawancara, narasumber, maupun penyebara~ 

angket. Semua itu didapatkan Iangsung dari masyarakat ataupun pihak terkait 

dengan penelitian. 

3.2.2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen resmi, buku-buku 

(sumber bacaan), hasil-hasil penelitian berupa laporan, buku-buku harian, dan 

seterusnya. Adapun data sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah sumber 

bacaan berupa buku-buku karangan para sarjana, ahli hukum dan akademis yang 

· bersifat ilmiah. 

3.3. Analisis Data 

Untuk melakukan analisis data dan menarik kesimpulan dari hasil 

penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dan metode 

penelitian lapangan yaitu data disusun secara sistcmatis kemudian dianali s.is dan 

disajikan secara deskriptif Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan 

mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhu.bungan dengan 

judul pembahasan, majalah maupun media massa dan perundang-undangan. 

Metode penelitian lapangan dilakukan dengan mengunjungi Jangsung dan 

melakukan wawancara dengan Aparat Kepolisian di Polres Deli Serdang. 
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5.1. SIMPULAN 

BABV 

SIMPULAN DAN SARAN 

l . Dalam mengamankan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik 

terdapat tahapan-tahapan agar barang bukti pelaku tindak pidana 

narkotika dapat diamankan oleh penyidik atau di serahkan oleh 

penyidik: Adanya laporan informasi adanya tindak pidana narkotika, 

terbitnya surat perintah tugas, terbitnya surat perntah penyelidikan, 

penyelidik (operasional) melaksanakan penyelidikan terhadap laporan 

tindak pidana narkotika, setelah penyelidik berhasil melaksanakan atau 

mengungkap kasus narkotika dan menangkap tersangka serta menyita 

barang bukii pelaku tindak pidana narkotika. 

2. Pengaturan pertanggung jawaban atas barang bukti pada dasarnya 

terangkum dalam Pasal 44 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana, bahwa penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan 

scbai k-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang 

benvenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan 

dan benda tersebut di larang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. 

Pengawasan secara khusus, dil akukan apabila terdapat kej adian yang 

bersifat khusus. Kejadian yang bersifat khusus tersebut antara lain: 

Ad~mya laporan atau ditenwkannya penyimpangan, penyalahgunaan 

barcmg bukti, hilangnya bara i~g bukii dan adanya be:1cma yang bi sa 

mengakibatkan barang bukti hil ang atau rusak 
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5.2. SARAN 

l. Diharapkan seluruh pengaturan hukum yang ada di negara kita dapat 

berjalan sesuai yang diharapkan. Termasuk pengaturan hukum 

mengena1 pengamanan barang bt:kti oleh penyidik dalam 

menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkoba yang 

pengaturannya telah tercantum dalam undang-undang No. 2 Tahun 

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia agar seluruh 

tindakan penegak hukum tetap berdasarkan pada hukurn yang berlaku 

sehingga masyarakat tidak beranggapan bahwa tindakan polisi hanya 

untuk menguntungkan diri pribadi. 

2. Diharapkan penyidik dalam rnenanggulangi dan memberantas tindak 

pidana narkoba tetap memperhatikan situasi dan kondisi saat berada di 

lapangan meskipun tindakan tersebut merupakan tindakan yang resmi . 

61 



Halim Randa Juliandi - Peran Penyidik daam Mengamankan Barang Bukti Pelaku...

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/7/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)12/7/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

DAFTAR PUSTAKA 

A.BUKU 

Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana I (.)telsel Pidana, Tindak 
Pidana, Teori-tPori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana) . 
Rajawali Pers: Jab rta. 2005 . -. -

Ahmad A.K.Muda, Kamus lengkap Bahasa Indonesia, Reality Publisher, 
Jakarta. 2006. 

Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rengkang Education Yogyakarta, 
Yogyakarta, 2012, 

Amiruddin & Asikin Zainal, Pengantar lvfetode Penelitian Hukum, Raja 
Grafindo Persada. Jakarta. 2004. 

Anang Iskandar, Penanganan Penyalahguna Narkotika Da/am Konstruksi 
Hukum Posit if, Tanpas Communications, Karawang, 2014 

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, CV Artha Jaya, .~:lkarta, 

1984, 

Bambang Poemomo, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Ghalia 
Indonesia, Jakarta, 1985. 

Bernard L Tanya, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia, Lintas Ruang dan 
Genera.~·. Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, 

Chainur Arrasjid. Dasar-Dasar Jlmu Hukum. PT.Sinar Grafika: Jakarta. 
2000. 

Dadang Hawari. Penyalahgunaan Narkoba dan Zat Adiktif 
Lainnya.Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jakarta. 199 1. 

Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukwn, Sinar Grafika. Jakarta. 2007. 

Lamintang, P.A.F. Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti : 
Jakarta. 1997. 

M. Yahya Harahap. Beberapa Tin;auan tentang Permc.w:lahan Hukum. 
Cetakan I. PT Citra Aditya Bakti. BandLtn g. 1997. 

Moh. Taufik Makarao. Tindak P ldana Narkotika. Ghalia lndonesia: Jakarta. 
2003. 

Munir Fuady. Dinamika Teori Hukum. Ghalia Indah Indonesia. Bogor. 
2010. 



Halim Randa Juliandi - Peran Penyidik daam Mengamankan Barang Bukti Pelaku...

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/7/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)12/7/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Pipin Syarifin. Hukum Pidana di Indonesia. Pustaka Setia: Bandung. 2000. 

Pudi Rahardi , Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan 
reformasi POLRI, Laksbang Grafika, Surabaya. 2014. 

RahardjoSatjipto. llmu hukum. Alumni. Bandung. 2000 . 
.... 

Rancangan Konsep KUHP Baru 199111992 Revisi sampa1 dengan Maret 
sampai tahun 1993. 

Ridha Ma'ruf Narkotika, BcJhaya, dan Penanggulangannya. Kharisma 
Indonesia: Jakarta. 1989. 

Rornli Atmasasrnita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana, 
Jakarta. 2011. 

Salim H. Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum. PT Rajagrafindo 
Persada. 2009. 

Sitompul, Beberapa Tugas dan Peran Polri, CV. Wanthy Jaya, Jakarta. 
2000. 

Soeijono Soekanto, Pengantar Penelit{an Hukum, VI-Press, j akarta. 2008. 

Supramono, Gatot Hukum Narkoba Indonesia. Djambatan: Jakarta. 2004. 

Soedjono Dirjosisworo. Segi Hukum Tentang Narkotika. PT. Karya 
Nusantara, Band ung. 1986. 

Teguh Prasetyo. Politik Hukum Indonesia. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 
2011. 

B. UNDANG-UNDANG 

Undang-UndangNomor 8 T lhun 1981 Tentang KUH AP 

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Ke:polisian . 

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

Perka polri nomor 10 tahun 20 :0 tentang Tata Cara P ; ~elolaan Barang 
Bukti Di Lin bkungan Kepolisian. 

Perkapolri nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Pcnyidikan Tindak 
Pi dana. 



Halim Randa Juliandi - Peran Penyidik daam Mengamankan Barang Bukti Pelaku...

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/7/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)12/7/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

C. INTERNET 

http://www.distrodoc.com/347502-tindakan-penyitaan-barang-bukti
dalam-penyi~ikan-tind. 

http://www.bphn.go.id/data/documents/laphir _1embaga _penyitaan _dan _pe 
ngelolaan_'_ barang_ hasil_ kejahatan. pdf. 

http://www.legalakses. com/Pengertian_ Teori _ Menurut_ Para_ Pakar. 

https:/ lbnnkgarut. wordpress.com/20 15/09/02/faktor-penyebab
penyalahgunaan-narkoba. 

https:/ /www. research gate. net/pub I ication/50279689 _ pelaksanaan _peran _p 
enyidik _ dalam _mengamankan _ barang_ bukti_pelaku _ tindak _pi dana_ narkotika _ b 
erdasarkan _ uu _nO_ 22 _ tahun _1997 _ tentang_ narkotika. 

D. WAWANCARA 

Wawancara dengan AKP. Edi Safari , Kasat Narkoba di Sat Res Narkoba 

Polres Deli Serdang, 23 Mei 20 16. 




